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nantinyatidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah 

dan warahmah. 

3. Untuk penegakhukum dan pejabat yang berwenang mengurus masalah 

perkawinan hendaknya membuat keputusan atau penetapan juga berdasar 

hukum agama bukan semata-mata berdasar hukum negara saja, karena 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Solo: 

Intermedia, 2005). 

 



83 

 

Ahmad Baso dkk, Pernikahan Beda Agama, (Kesaksian Argumen Keagamaan 

Dan Analisis Kebijakan),  (Jakarta:Komnas HAM,2005). 

 

Arikuntoro,Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek,(Jakarta:RianekaCipta, 2002). 

 

Bakar, Alyasa Abu, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan 

Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat,(Aceh: 

Dinas Syari„at Islam, 2008). 

 

Darmabrata,Wahyono,Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, 

(Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003). 

 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Balai Pustaka,1989). 

 

Dyah Ochtorina, dan A‟an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013). 

 

Hadi, Sutrisno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000). 

 

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut 

Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung:Mandar Maju, 

2003). 

 

Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,(Malang : 

Bayumedia Publishing,2011). 

 

Karsayuda, M.Perkawinan Beda Agama;Menakar nilai-nilai Keadilan Kompilasi 

Hukum Islam, (Jogyakarta : Total Media Jogyakarta, 2006). 

 

Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 

Noer,Deliar, Administrasi Islam di Indonesia,(Jakarta: RajawaliBandung, 1983). 

 

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2011). 

 

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, Sendi- Sendi Hukum Perdata 

Internasional, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 1997) 

 

Rusli Dan Tama, R., Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya, (Bandung:Pionir 

Jaya,2000). 

 



84 

 

Seto, Bayu, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung : Pt Citra 

Aditya Bakti, 2001) 

 

Soekanto, SoerjonoPengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986). 

 

Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit,  Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta:Bulan Bintang, 1978). 

 

Sri Wahyuni ,Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Jurnal Hukum 

Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1, Juni 2010). 

 

Subadio, Maria Ulfa, Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan. (Jakarta:Idaya, 

1981). 

 

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, HukumPerorangan Dan 

Kekeluargaan Perdata Barat, cet 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005). 

 

Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda, 

(Bandung:Bandar Maju,2002). 

 

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah 

Lengkap), (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2014). 

 

Trisnaningsih, Mudiarti, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur 

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (Bandung:CV Utomo, 2007). 

 

 

Jurnal atau Karya Ilmiah 

 

Aris Setiyanto,Danu, Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi 

Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Al-Daulah: Jurnal Hukum 

Dan Perundangan Islam Volume 7, Nomor 1, April 2017). 

 

Dianti,Novina Eky,Perkawinan Beda Agama Antara Warga Negara Indonesia Di 

Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari UU No 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Privat Law Vol II 5 Juli – Oktober 

2014). 

 

Dyah Saptaningrum, Indriaswari,Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam PerspektifPerempuan, 

(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 

2000). 

 

Fauzan, H.M., Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri 

Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, (Jurnal Varia 

Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013). 



85 

 

 

Islamiyati, Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di 

Indonesia, (Jurnal Universitas Diponegoro Masalah - Masalah Hukum, 

Jilid 45 No. 3, Juli 2016). 

 

Muchaddam F, Achmad,Hukum Perkawinan Beda Agama, (jurnal Vol. VI, No. 

23/I/P3DI/Desember/2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan 

Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009). 

 

Novita,Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim 

Dengan Wanita Ahlul Kitab, (skripsi Sarjana Fakultas Syari‟ah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda 

Aceh,2017). 

 

Siti Fina Rosiana Nur, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang 

Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap AnakYang Dilahirkan 

Terkait MasalahKewarisan, (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia,2012). 

 

Siti Harwati, Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Terhadap Perkawinan 

Antara Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama Dan Di 

Langsungkan Di Dalam Wilayah Indonesia (Studi Kasus Penetapan No. 

111/Pdt.P/2007/Pn. Bgr), (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia,2010). 

 

Turatmiyah, Sri Dan Arfianna Novera, Fenomena Perkawinan Dan Perceraian 

Beda Agama, (2010). 

 

Youhastha Alva TryasMahardhika,Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi 

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta 

Terhadap Pasal 35 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006), 

(Skripsi sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2010). 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 



86 

 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

 

Stb 1898 No.158 tentang Perkawinan Campuran atau Regeling op de Gemengde 

Huwelijken (GHR). 

 

 

Website 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-

melarangperkawinan-beda-agama, diakses pada tanggal 10 November 

2017 pukul 21.16. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang%20perkawinan-beda-agama
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang%20perkawinan-beda-agama

